
 
 

 
 

 

BUPATI TULUNGAGUNG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 

NOMOR  2  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022  

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  TULUNGAGUNG, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

bahwa dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, maka untuk menghindari tumpang tindih tugas dan 

fungsi, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 23 

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Tulungagung dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lebaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   95, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Nomor 4419); 

3. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014  tentang 

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  

sebagaimana telah  diubah  beberapa  kali, terakhir  

dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun   

2019   Nomor   187, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68); 

7. Peraturan  Kepala  Badan  Kependudukan  dan  

Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di 

Provinsi, Kabupaten dan Kota; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 525); 

10. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tulungagung   Nomor   

26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); 

11. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Tulungagung   Nomor   

20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri 
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D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 

7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2021 Nomor 1 Seri D); 

  MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KABUPATEN TULUNGAGUNG. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagunng 

Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah 

Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 23) diubah 

sebagai berikut : 

  1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi 

sebagai berikut; 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung 

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Tulungagung. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kabupaten. 

6. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Tulungagung. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas  Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
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berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

9. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki 

tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh 

kegiatan pelayanan public serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 

10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang 

Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi 

serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 

dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur 

peraturan perundang-undangan tentang organisasi 

dan tata kerja instansi. 

 

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak mempunyai tugas pokok merumuskan, 

mengkordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 

kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan   

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai   

fungsi : 

a. pengoordinasian Perumusan kebijakan teknis  

bidang pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak; 

b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis 

bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi 

bidang kualitas hidup perempuan, kualitas 

keluarga, data gender dan anak, serta perlidungan 

anak; 

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

bidang pemberdayaan perempuan dan 
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perlindungan anak; 

e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria 

(NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi 

pemberdayaan perempuan dan Perlindugan Anak; 

dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

(3) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

 

Pasal II 

Peraturan BUpati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. 

 

 
 

Ditetapkan di Tulungagung 

pada tanggal  2 Januari 2023 

BUPATI  TULUNGAGUNG, 
 

ttd. 

 
          MARYOTO BIROWO 

 

Diundangkan di Tulungagung 

pada tanggal 2 Januari 2023 
SEKRETARIS DAERAH, 
 
 ttd. 
 
Drs. SUKAJI, M.Si 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19640119 198508 1 003 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2023 Nomor 2 

 

 


